
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR  10  TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang: a. bahwa  retribusi  daerah  merupakan  pungutan  Daerah  sebagai 
pembayaran atas jasa umum yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  orang 
pribadi atau Badan;

b. bahwa  kebijakan  retribusi  daerah  dilaksanakan  berdasarkan 
prinsip  demokrasi,  pemerataan  dan  keadilan,  peran  serta 
masyarakat,  dan  akuntabilitas  dengan  memperhatikan  potensi 
daerah;

c. bahwa  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat 
dan  kemandirian  daerah, dalam  menunjang  kelancaran 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 
kemasyarakatan  secara  berdayaguna  dan  berhasilguna,  perlu 
adanya  kontribusi  dan  partisipasi  masyarakat  melalui 
pembayaran retribusi daerah;

d. bahwa  dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 
149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang  Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 
mengatur tentang Retribusi Daerah;

e. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud 
dalam huruf a, huruf b,  huruf c dan huruf d perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 1959  tentang  Penetapan 
Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun  1953  tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1820)  sebagai  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1959 
Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang  Metrologi  Legal 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1981 Nomor  11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), 
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5. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan 
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 
Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang 
Perubahan kedua Atas  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan 
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi 
Kependudukan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2006  Nomor  124,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4674);

9. Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor  64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan  Jalan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang 
Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1983  Nomor  6, 
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  52   Tahun  2000  tentang 
Penyelenggaraan  Telekomunikasi  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3980);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005 
Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4593);

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten  Kota  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4737);
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16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  2010  tentang  Tata 
Cara  Pemberian  dan  Pemanfaatan  Insentif  Pemungutan  Pajak 
Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan 
Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan 
Koordinasi  dan  Penanaman  Modal  Nomor  18  Tahun  2009, 
07/PRT/M/2009,  19/PER/ KOMINFO/03/2009,  3/P/2009  tentang 
Pedoman  Pembangunan  dan  Penggunaan  Bersama  Menara 
Telekomunikasi;

18. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2010 
tentang Pedoman Pengelolaan sampah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 
tentang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Daerah 
Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 
tentang  Penerbitan  Lembaran  Daerah  dan  Berita  Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 
tentang  Urusan  Pemerintahan  Yang  Menjadi  Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan 
prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana 
dimaksud  dalam  Undang-undanng  Dasar  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  dan  perangkat  daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD 
adalah  Lembaga  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten 
Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
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6. Pejabat  adalah pegawai  yang diberi  tugas  tertentu di  bidang 
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Retribusi  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Retribusi,  adalah 
pungutan  Daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau 
pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau 
diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  orang 
pribadi atau Badan.

8. Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang 
merupakan  kesatuan,  baik  yang  melakukan  usaha  maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan  komanditer,  perseroan  lainnya,  badan  usaha  milik 
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun,  persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  organisasi 
massa,  organisasi  sosial  politik,  atau  organisasi  lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan  barang,  fasilitas,  atau  kemanfaatan  lainnya  yang  dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Jasa  Umum  adalah  jasa  yang  disediakan  atau  diberikan  oleh  Pemerintah 
Daerah  untuk  tujuan  kepentingan  dan  kemanfaatan  umum  serta  dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Retribusi  Jasa  Umum  adalah  retribusi  yang  dipungut  atas  jasa  yang 
disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  tujuan  kepentingan  dan 
kemanfaatan umum.

12. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

13. Subjek  Retribusi  Jasa  Umum  adalah  orang  pribadi  atau  Badan  yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.

14. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  retribusi  diwajibkan  untuk 
melakukan  pembayaran  retribusi,  termasuk  pemungut  atau  pemotong 
Retribusi Jasa Umum.

15. Masa Retribusi  adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu 
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

16. Retribusi  Pelayanan  Kesehatan  yang  selanjutnya  disebut  retribusi  adalah 
pembayaran  atas  jasa  pelayanan  kesehatan  di  puskesmas,  puskesmas 
keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, 
dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

17. Pelayanan  Kesehatan  adalah  segala  kegiatan  pelayanan  kesehatan  yang 
diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan 
atau pelayanan kesehatan lainnya.

18. Retribusi  Pelayanan  Persampahan  /  Kebersihan  yang  selanjutnya  disebut 
retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan 
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

19. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang 
berasal  dari kegiatan manusia yang meniputi bahan organik dan anorganik 
logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
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20. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 
Sipil  yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan 
penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. 

21. Kartu  Keluarga  selanjutnya  disingkat  KK  adalah  kartu  identitas  keluarga 
yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga 
serta identitas anggota keluarga.

22. Kartu  Tanda  Penduduk   yang  selanjutnya  disebut  dengan  KTP  adalah 
identitas  resmi  penduduk  sebagai  bukti  diri  yang diterbitkan  oleh  instansi 
pelaksana  yang  berlaku  diseluruh  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik 
Indonesia.

23. Akta  Catatan  Sipil  adalah  Akta  Perkawinan,  Akta  Perceraian,  Akta 
Pengesahan  dan  Pengakuan  Anak,  Akta  Ganti  Nama bagi  Warga  Negara 
asing,  dan  Akta  Kematian  yang diterbitkan  oleh Dinas  Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Bulungan.

24. Retribusi  Pelayanan Pemakaman  dan  Pengabuan  Mayat  yang  selanjutnya 
disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan 
pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

25. Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum  yang  selanjutnya  disebut 
retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi 
jalan  umum  yang  ditentukan  oleh  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 
sementara. 

27. Retribusi  Pelayanan  Pasar  yang  selanjutnya  disebut  retribusi adalah 
pembayaran  atas  jasa  pelayanan  penyediaan  fasilitas  pasar 
tradisional/sederhana, berupa pelataran,  los,  kios yang dikelola Pemerintah 
Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

28. Pelayanan  Pasar  adalah  fasilitas  tradisional/sederhana  yang  berupa 
pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk 
pedagang,  tidak  termasuk  yang  dikelola  oleh  Badan Usaha  Milik  Negara  / 
Daerah dan pihak swasta.

29. Bangunan  adalah  semua  bangunan  yang  berada  dalam  pasar  yang 
dipergunakan untuk keperluan berjualan.

30. Pelataran adalah pelataran  dilingkungan pasar  yang dapat  dimanfaatkan 
untuk  berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.

31. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan 
tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.

32. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan 
berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.

33. Retribusi  Pengujian Kendaraan Bermotor  yang selanjutnya disebut retribusi 
adalah  pembayaran  atas  jasa  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor, 
termasuk  kendaraan  bermotor  di  air,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 
perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

34. Pengujian  kendaraan  bermotor  adalah  serangkaian  kegiatan  menguji  dan 
atau  memeriksa  bagian-bagian  kendaraan  bermotor,  kereta  gandengan, 
kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap 
persyaratan tehnis dan laik jalan.

35. Uji  ulang  adalah  pengujian  terhadap  kendaraan  yang  melakukan  suatu 
pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal 
berdasarkan surat perintah atau penguji.

36. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas  kendaraan 
bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
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